ABSTRAK

WILDAN ABIL RAMADITA : Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Atas Tanah
Yang Dibebankan Gadai Gantung dan Gadai Garap di Desa Hantara
Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan Yang Dihubungkan Dengan No
Undang-Undang 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria UUPA

Gadai tanah adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah
kepunyaan orang lain dengan adanya penerimaan uang gadai. Selama uang
gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh “pemegang gadai”
Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. Akan tetapi
pada pelaksanaan perjanjiannya seringkali terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan atau tidak sesuai dengan isi perjanjian.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan
perjanjian gadai tanah sawah di Desa Hantara, serta untuk mengetahui
perlindungan hukum apa yang di dapat pemegang hak gadai dalam
pelaksanaanperjanjian gadai tanah sawah tersebut dan untuk mengetahui
upaya apa yangharus dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi
tersebut.

Konsep kerangka pemikiran penelitian ini bertitik tolak pada teori
hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat merupakan teori yang
dikemukakan oleh Rescoe Pound hukum sebagai alat pembaharuan, Buku
Il KUHPerdata, Pasal 5 Undang- undang Pokok Agraria, Pasal 1131, Pasal
1132, Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdata, serta asas-asas dalam hukum
jaminan umum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis
dengan pendekatan yuridis empiris agar terlihat penegakan hukum di
lapangan serta kenyataan yang terjadi di masyarakat terkait pelaksanaan
perjanjian jaminan atas tanah yang dibebankan gadai gantung dan gadai
garap di Desa Hantara Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan
dihubungkan dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria .

Hasil penelitian menghasilkan bahwa pelaksanaan perjanjian gadai
tanah sawah di Desa Hantara pada umumnya didasarkan pada hukum adat
dan kebiasaan masyarakat setempat. . Faktor-faktor yang mempengaruhi
peraturan mengenai pelaksanaan gadai tanah sawah adalah budaya hukum
masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya kesadaran
hukum masyarakat, serta kurangnya upayadari pihak Desa Hantara untuk
memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh. Upaya-
upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan
perjanjian gadai tanah sawah di Desa Hantara yaitu mengadakan sosialisasi
mengenai peraturan perundang-undangan terkait perjanjian jaminan atas
tanah, serta membuat suatu peraturan yang mengatur secara jelas tentang
pelaksanaan gadai tanah di Desa Hantara.
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